BAB II

Titik-titik Pertalian

Titik-titik pertalian dibagi dalam beberapa bagian tertentu, antara lain:
1. Titik-titik pertalian primer (TPP)

2. Titik-titik pertalian sekunder (TPS).

Misalnya subyek hukum negara A dengan negara B:
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TPS adalah yang ditentukan dari hasil TPP.

Teori Statuta (teori HPI) menurut Bartolus Saxoferato, adalah:

a. personalia, yaitu untuk orang dan benda bergerak dipakai status personal

b. realia, yaitu untuk benda tidak bergerak (lex rei sitae)

c. mixta, yaitu locus regit actum
Pasal 16 AB, mengenai status personil seseorang (kewarganegaraan atau domisili)

Pasal 17 AB, mengenai tempat letaknya benda (lex rei sitae)

Pasal 18 AB, mengenai bentuk-bentuk perbuatan hukum dimana dilakukan

Dengan kata lain, bahwa:

Pasal 16 AB = personalia

Pasal 17 AB = realia

Pasal 18 AB = mixta

1. Titik pertalian primer (TPP)

Dalam Hukum Antar Golongan, ”titik pertalian” adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum.

Titik pertalian primer (TPP) ialah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Karena terdapatnya titik-titik pertalian primer ini lahirlah hubungan-hubungan HPI. Apabila tidak ada titik pertalian primer, maka hubungan hukum bersangkutan tidak merupakan hubungan hukum perdata internasional melainkan hubungan intern belaka.

Titik pertalian sekunder (TPS) ialah titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan.

1. Titik pertalian primer untuk HAG: golongan rakyat

Titik pertalian primer yang pertama di bidang HAG adalah golongan rakyat yang menentukan status dari para pihak, para subyek hukum.(Berdasarkan sistem pasal 163 jo. 131 IS mengenai perbedaan golongan rakyat Eropa, Timur Asing, Bumiputera).
2. Titik pertalian primer untuk HPI: kewarganegaraan

Kewarganegaraan para pihak dapat merupakan faktor karena mana timbul persoalan HPI. Contohnya, seorang WNI menikah dengan seorang WN Perancis, seorang WN Jerman melakukan jual-beli dengan seorang WN Jepang, seorang WN RRC melangsungkan kontrak kerja dengan seorang WNI, dsb.

Dalam contoh tersebut kewarganegaraan daripada para pihak dalam suatu peristiwa hukum tertentu telah menjadi sebab daripada terlahirnya hubungan-hubungan HPI. Karena kewarganegaraan daripada para pihak bebeda, dalam peristiwa-peristiwa antara perseorangan dalam bidang perdata ini dikaitkan stelsel-stelsel hukum daripada berbagai negara. Kewarganegaran pihak-pihak bersangkutan merupakan faktor bahwa stelsel-stelsel hukum negara-negara tertentu dipertautkan.

Jika diperbandingkan dengan keadaan pada HAG kewarganegaraan ini dapat disamakan dengan golongan rakyat atau keturunan dari para pihak.

3. Bendera kapal TPP untuk HPI
Dengan kapal-kapal timbul juga masalah HPI, karena bendera dari orang-orang yang mengadakan hubungan dengan kapal itu. Misalnya kapal berbendera Panama, para penumpangnya yang turut berlayar di kapal itu adalah warganegara Indonesia. Kapal itu juga berlayar di perairan Indonesia. Ini semua masalah-masalah yang timbul karena adanya bendera kapal yang berbeda. Untuk kapal, bendera adalah seperti kewarganegaraan untuk orang biasa.

4. Tanah sebagai TPP untuk HAG

Sebagai TPP untuk bidang HAG disebut di sini faktor-faktor tanah. Tetapi peranan tanah sebagai TPP ini hanya demikian untuk periode sebelum berlakunya UU Pokok Agraria tahun 1960. setelah itu, ada unifikasi hukum tanah yang diusahakan oleh pemerintah. Tetapi sebelum tahun 1960, di negeri ini terdapat aneka ragam hukum tanah, aneka warna hukum tanah. Sebelum UU Pokok Agraria tidak semua tanah berada di bawah satu macam sistem hukum, tetapi hukumnya berbeda-beda. Terutama di kota-kota besar atau pusat-pusat industri di mana Kadaster sudah mulai bekerja, tanah-tanah itu didaftarkan dan karena pendaftaran di Kadaster ini, tanah-tanah termasuk lingkungan hukum barat, berarti hukum BW(perdata) dan hukum WvK yang berlaku. Jadi titel-titel pembuktian atas tanah-tanah ini adalah akte eigendom, akte erfpacht, akte opstal, dan sebagainya. Akte-akte itu dikeluarkan oleh Kadaster.

Faktor tanah menyebabkan timbulnya suatu persoalan antar golongan karena tanah ini punya status tersendiri yang terlepas daripada status hukum orang yang mempunyai hubungan dengan tanah itu. Ini dinamakan ”azas tanah antar golongan, azas antar golongan, azas antar golongan mengenai tanah”.

Tetapi prinsipnya adalah bahwa semua tanah di bawah satu macam yaitu hukum adat. Hukum adat, katanya yang disesuaikan dengan lalu lintas modern dan kebutuhan hukum secara modern, kehidupan negara juga secara modern. Hukum adat ini telah disempurnakan dan disesuaikan dengan keadaan yang sekarang sudah berubah.

Tidak lagi ada macam-macam tanah, dibawah hukum adat dan hukum BW, melainkan hanya satu macam. Semua di bawah hukum adat yang telah dimoderniseer yang sebenarnya dipimpin pengisiannya oleh Departemen Agraria dengan mengadakan berbagai peraturan-peraturan pelaksanaan.

Hasratnya adalah kesatuan hukum, dan boleh dikatakan hasilnya cukup baik. Sekarang ini sertifikat-sertifikat dikeluarkan sebagai pengganti daripada apa yang dahulu merupakan hak-hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal, dan sebagainya. Sekarang diganti, dikeluarkan sertifikat lain warna hijau itu dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan sebagainya.

5. Domicillie

Domisili seseorang dapat pula merupakan faktor yang menimbulkan persoalan HPI. Contohnya, seorang WN Inggris A yang berdomisili di negara Y melangsungkan perkawinan dengan WN Inggris B yang berdomisili di negara X. Dua orang WNI yang berdomisili di Jerman Barat berhubungan studie mereka melangsungkan perkawinan di negara tersebut.

Dalam contoh ini domisili-lah yang merupakan faktor hingga tercipta suatu hubungan HPI. Domisili seseorang terletak dalam suatu negara tertentu. Dimana ia bertempat tinggal didalam negara itu. Yang penting bagi HPI adalah untuk menentukan didalam negara manakah seseorang mempunyai domisilinya.

Domisili termasuk titik pertautan yang didasarkan kepada prinsip territorial. Domisili ini dikaitkannya stelsel hukum tertentu kepada territoir termasuk dalam kelompok.

Jadi titik taut dalam HPI ini di samping tadi kewarganegaraan dan bendera untuk kapal, adalah domisili seseorang. Domisili ini merupakan suatu pengertian hukum yang baru lahir kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kediaman yang permanent di suatu tempat, tidak ada maksud untuk pulang kembali dan sebagainya. Yang bersangkutan sudah hidup sehari-hari secara benar-benar menetap di tempat ia mencari nafkah. Barulah domisilinya berubah menurut konsepsi Anglo-Saxon tentang domisili.

Konsepsi domisili Inggris

Konsepsi domisili yang berlaku di Inggris adalah yang paling unique. Karena adanya konsepsi tentang ”domicille of origin” lembaga domisili Inggris ini lebih condong kepada faham kewarganegaraan.

Berbagai macam domisili yang dikenal dalam sistem hukum Inggris:

1) domicille of origin

2) domicille of choice

3) domicille by operation of law

1) domicille of origin

Setiap orang memperoleh suatu, domicille of origin pada waktu lahirnya. Ini merupakan negara dimana ayahnya berdomisili pada waktu ia dilahirkan. Jika anak ini merupakan suatu anak yang tidak sah, maka domisili dari ibu yang menentukan.

Domisili dari sang ayah ini dapat merupakan domicille of choice atau domicile of origin juga. Dalam hal ini yang pertama, maka domicile of choice dari sang ayah merupakan domicile of origin dari sang anak. Jika sang ayah tidak pernah memperoleh suatu domicille of choice, maka domicille of origin dari sang ayah ini adalah yang menentukan.

Konsepsi domicille of origin ini dipupuk oleh paham bahwa ikatan-ikatan seseorang dengan negara asalnya kuat sekali.

Adalah sukar sekali untuk melepaskan domicile of origin ini. Domicile of origin ini tetap berlangsung sampai terbentuk suatu domicile of choice. Yang belakangan ini hanya dipertahankan terus hingga dilepaskan. Apabila dilepaskan domicile of choice ini tanpa diperoleh suatu domicile of choice baru, maka domicile of origin hidup kembali. Boleh dikatakan bahwa domicile of origin ini selalu memegang peranan sebagai reserve. Ia selalu tampil lagi, jika tidak terdapat domisili lain.
Segi lain yang menarik perhatian pada domicille of origin ini ialah apa yang dinamakan “doctrine of revival”. Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan pengertian HPI Amerika Serikat. Disana diterima apa yang dikenal sebagai ”doctrine of continuance of domicile”. Artinya domisili yang semula berlangsung hingga yang bersangkutan telah memperoleh suatu domisili lain. Tetapi di Inggris, bahwa orang menganggap domicile of origin-lah
 Yang hidup kembali, bilamana seorang telah melepaskan domisili semulanya tanpa memperoleh lagi domisili lain.
Dalam yurisprudensi HPI Inggris terkenal perkara dari Udny V. Udny

Kolonel Udny mempunyai suatu domicile of origin Skotlandia. Ia telah memperoleh suatu domicile of choice di London dimana ia hidup untuk 32 tahun. Ia pergi ke Perancis dimana ia berdiam untuk 9 tahun lamanya. Pada waktu disana ia telah mempunyai hubungan dengan seorang perempuan dan dalam tahun 1853 lahirlah seorang anak dari hubungan ini. Kemudian ia pergi ke Skotlandia dengan perempuan tersebut, mengawininya dan menetap disana.
Persoalan yang ia hadapi ialah apakah anak Udny ini adalah tidak sah atau disahkan karena perkawinan yang menyusul dari orang tuanya di Skotlandia itu. Kaidah hukum yang berlaku pada waktu itu ialah bahwa suatu perkawinan hanya membawa pengesahan dari seorang anak yang dilahirkan terlebih dahulu, apabila lembaga pengesahan karena perkawinan susulan diakui oleh hukum dari domisili sang ayah baik pada waktu kelahiran anak itu maupun pada waktu perkawinan dilangsungkan. Pada waktu perkawinan dilangsungkan maka domisili Udny adalah Skotlandia. Dan hukum Skotlandia ini memang mengenal lembaga pengesahan karena perkawinan susulan. Dalam hal ini tidak ada kesulitan. Yang merupakan persoalan ialah: apakah yang merupakan domisili dari Udny pada waku sang anak dilahirkan pada tahun 1853?

Domisili ini tentunya bukan di Perancis, karena ia ini hanya bertempat tinggal disana. Yang harus dipilih ialah: salah satu antara domicile of origin Skotlandia-nya atau domicile of choice Inggrisnya. Jika yang pertama yang berlaku, maka anak tersebut tidak sah adanya dan karenanya ia tidak dapat mewarisi.

Menurut House of Lords, maka Kolonel Udny ini, tatkala naik kapal pergi ke Perancis, telah melepaskan domicile of choice Inggris-nya, karena ia ini telah meninggalkan Inggris secara animo and facto. Boleh dikatakan bahwa kemudian, domicile of origin Skotlandia-nya telah hidup kembali, setelah ”tertidur” untuk 32 tahun lamanya.
Doktrin tentang hidup kembalinya domicile of origin (“doctrine of revival”) ini sering kali dikecam.
2) domicille of choice

Untuk memperoleh domicile of choice ini diperlukan 3 syarat:

a. kemampuan

b. residence

c. hasrat (intention)

a. Orang yang tidak mampu untuk bertindak dalam hukum, seperti anak-anak belum dewasa, orang-orang dibawah curatele atau perempuan-perempuan dalam perkawinan, tidak dapat memperoleh domicile of choice-nya sendiri.

b. Apa yang diartikan dengan residence sudah disinggung diatas. Dengan istilah ini diartikan: kediaman sehari-hari (habitual physical presence) pada satu tempat tertentu. Residence ini tidak sekuat domisili tetapi adalah lebih daripada berada secara de facto atau physical presence.

c. Hasrat untuk ”permanent residence”
Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan konsepsi Eropa kontinental tentang domisili. Menurut yang belakangan ini cukuplah kemampuan dan residence (a dan b diatas) untuk memperoleh domisili. Tidak diperlukan hasrat untuk menetap secara permanen.

Oleh karena itu istilah Perancis ”domicile” tidaklah sama dengan istilah ”domicile” Inggris. Dalam versi Inggris, apa yang terkenal sebagai domicile a la Perancis ini, lebih mirip pada habitual residence daripada domicile Inggris.

Pada pembahasan diatas tentang domisili, maka apa yang kita artikan adalah lebig mirip pada pengertian habitual residence Inggris, daripada konsepsi domisilinya.

Yang disyaratkan untuk domicile of choice ini ialah suatu hasrat untuk terus menetap di tempat yang baru itu (animus semper manendi). Orang bersangkutan harus hendak hidup didalam negara baru yang dipilihnya itu untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak terbatas. Ia harus mempunyai hasrat untuk ”hidup dan mati” dalam negara yang dipilihnya itu.
3) domicille by operation of law

Dalam sistem hukum dari semua negara dikenal beberapa kelompok orang-orang yang mempunyai suatu domisili yang “dependent”.
Disini termasuk: anak-anak yang belum dewasa, perempuan dalam perkawinan, juga orang yang berada dibawah perwalian safih dan dibawah perwalian.
Dalam HPI Inggris dikenal domisili semacam ini dari anak-anak yang belum dewasa. Domisili menurut hukum dari mereka ini ialah pada domisili sang ayah.
Domisili dan pihak istri ialah pada domisili suaminya.

Beberapa ketentuan lain.

Ketentuan-ketentuan lain yang menarik perhatian pada konsepsi domisili Inggris ialah:
a) ketentuan bahwa setiap orang harus mempunyai suatu domisili.

b) bahwa setiap orang hanya mempunyai satu domisili dan tidak lebih dari satu (Berlainan dari Jerman).

c) persoalan apakah seseorang mempunyai domisili menurut HPI Inggris ditentukan oleh hukum Inggris.

6. Tempat kediaman (residence)
Disamping domisili yang merupakan pengertian yuridis terdapat titik taut primer lain. Yang dikedepankan pengertian de facto di mana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya (residence). Tempat ini adalah dimana sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediamannya, dimana rumahnya, dimana ia bekerja sehari-hari, disana adalah residence dari orang ini.

Disamping residence, atau tempat kediaman seseorang de facto berada, juga bisa menimbulkan soal-soal HPI. Contohnya, dua orang WN Malaysia yang berkediaman di Indonesia untuk sementara waktu telah melangsungkan perkawinan. Tapi mereka tidak sampai merubah domisili. Artinya tidak terus menetap, tapi sementara waktu saja mereka bertempat tinggal di Jakarta. Dalam hal ini tempat mereka berada yaitu negara Indonesia, menjadi sebab timbulnya masalah HPI dan mengenai hukum yang harus berlaku. Apakah mereka harus ke Penghulu atau ke Catatan Sipil atau hanya cukup menikah di Embassy mereka sendiri. Karena adanya kediaman mereka di suatu negara yang berlainan dari kewarganegaraan mereka, timbullah masalah HPI.
Tempat kediaman de facto dari mereka ini yang telah menjadi sebab lahirnya persoalan HPI.

Juga tempat kediaman atau kediaman de facto ini termasuk kelompok titik-titik pertalian yang bersifat territorial.

Tempat kediaman ini umumnya dipakai sebagai alternatif / pengganti jika domisili tak dikenal (belum berwujud).
7. Tempat kedudukan

Tempat kedudukan adalah penting untuk suatu badan hukum (legal person, corporation). Karena tempat kedudukan daripada badan-badan hukum ini pun dapat timbul persoalan-persoalan HPI.
Contoh, di Indonesia terdapat banyak badan hukum yang beroperasi disini tetapi yang kedudukan hukumnya berada di luar negeri. Berkenaan dengan peraturan-peraturan devisen dan peraturan-peraturan dalam rangka pelaksanaan. UU Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 pada waktu akhir-akhir ini telah timbul berbagai persoalan HPI. Menurut ketentuan-ketentuan dalam UU Pokok Agraria hanya badan hukum yang berkedudukan di Indonesia diperbolehkan untuk mempunyai hak guna bangunan (pasal 36 ayat 1 sub b). Badan-badan hukum yang tidak memenuhi syarat ini harus memenuhinya dalam waktu satu tahun sejak mulai berlakunya UU Pokok Agraria pada 24 September 1960 atau memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Kita saksikan bahwa pada waktu hampir berakhirnya jangka waktu tersebut (sampai 24 September 1961) banyak sekali transaksi-transaksi dan tindakan-tindakan hukum yang telah diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk memindahkan kedudukan badan-badan hukum dari luar negeri ke dalam negeri. Demikian sibuknya para notaris dan pihak LAAPLN (yang perlu memberikan ijin) hingga diperlukan peraturan-peraturan khusus yang berarti pemberian kelonggaran daripada syarat-syarat lazim ini.

Persoalan-persoalan HPI timbul karena badan-badan hukum yang bersangkutan dalam suatu peristiwa hukum tertentu berkedudukan di lur negeri.

Karena faktor tempat turut berbicara pada ”tempat kedudukan” ini maka juga titik pertalian ini bersifat territorial. 
8. Hubungan antara TPP dan TPS

TPP adalah faktor-faktor dan keadaan yang menimbulkan, manciptakan suatu hubungan HATAH. Setelah adanya salah satu TPP maka kita mengetahui masalah ini adalah suatu masalah HATAH hingga perlu dijawab pertanyaan lebih jauh, sekarang ”hukum mana yang berlaku?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mencari titik-titik pertalian sekundernya (TPS), karena TPS adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu.

9. Pilihan hukum

Di dalam bidang hukum kontrak kita saksikan TPS ini antara lain dalam contoh-contoh yang mengedepankan ”maksud dari para pihak”. Maksud para pihak itu adalah faktor yang menentukan apa yang berlaku. Pilihan hukum merupakan TPS jika terjadi dalam hubungan HAG atau HPI. Misalnya seorang pribumi dan seorang Eropa menentukan dalam kontrak mereka bahwa BW (KUHPerdata) yang berlaku.

Hukum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian ditentukan pertama-tama oleh maksud dari para pihak apa yang dikehendaki para pihak, apa yang diinginkan parapihak. Ini adalah terkenal dalam bidang HPI sebagai partijautonomie. Autonomie van partijen artinya otonomi dari para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang mereka kehendaki. Jadi di bidang hukum perjanjian para pihak dapat menentukan sendiri hukum mana yang berlaku bagi perjanjian mereka. Dan perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas Pacta Sunt Servanda). Mereka dapat memilih sendiri.
Misalnya dalam kontrak HAG berlakunya hukum adat untuk perjanjian ini. Atau mereka menghendaki hukum BW yang berlaku untuk perjanjian tersebut. Jadi mereka secara tegas menyatakan:”untuk perjanjian ini berlakulah BW” atau ”untuk perjanjian ini berlakulah hukum adat”. Pilihan dari para pihak akan hukum yang berlaku dihormati oleh pembuat UU, dihormati oleh yurisprudensi. Berarti para pihak ini boleh memilih sendiri di bidang hukum perjanjian, hukum yang berlaku untuk perjanjian mereka, dan ini dibenarkan, diterima. Jadi apa yang berlaku untuk hukum perjanjian pertama-tamaialah maksud para pihak, yang dikehendaki para pihak.

Contoh dalam bidang HPI kalau seorang pedagang WNI, mengadakan jual-beli dengan pedagang Jepang terjadi hubungan HPI. Mereka dapat menentukan di dalam kontrak mereka: ”untuk perjanjian jual-beli ini berlaku hukum Indonesia” atau ”berlaku hukum Jepang”. Ini adalah yang sekarang dapat dilihat di dalam kontrak-kontrak perdagangan. Sekarang ini banyak diadakan kontrak-kontrak antara WNI dan WNA.
Terutama karena orang asing ini sudah mulai dibolehkan lagi menanam modal di sini. Mereka ini sejak tahun 1967, undang-undang no. 1 tahun 1967, mengadakan berbagai usaha di sini.

Mereka mengadakan kontrak dengan warganegara. Kontrak tersebut dapat berbentuk Joint Venture artinya bersama-sama mengadakan suatu perusahaan, sama-sama memasukkan modal, memasukkan usaha dan sebagainya, jadi secara berkongsi ini diadakan usaha bersama dalam bentuk suatu usaha dagang tertentu, di bawah UU Modal Asing (UU PMA). Atau diadakan Management Contract. Perusahaan asing yang dianggap mempunyai suatu kemampuan tertentu di bidang khusus, karena banyak pengalamannya dan juga banyak relasinya, dapat membantu perusahaan nasional. Diadakanlah suatu Management Contract. Pada Management contract ini seringkali dalam praktek pihak perusahaan asing ini menjadi Manager daripada perusahaan nasional yang bersangkutan.

Berdasarkan suatu Management Aggreement dengan perusahaan nasional ini. Mereka didatangkan juga sebagai ahli-ahli dari luar negeri oleh perusahaan nasional ini dan mereka juga disponsori oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan management. Seringkali juga dalam praktek bentuk ini disalahgunakan. Mungkin orang asing ini juga memasukkan modal di dalam perusahaan nasional tersebut. Tapi bentuknya menjadi nasional ke luar, di belakangnya ada yang memimpin yaitu orang asing, berdasarkan management contract ini. Atau diadakan suatu Technical Assistance Aggrement.
Perusahaan asing yang banyak memiliki technical know-how ini, yang belum ada pada perusahaan nasional, mengadakan hubungan ini. Jadi ada aneka ragam kontrak, tapi selalu di dalam kontrak-kontrak ini dapat kita lihat bahwa mereka tidak lupa memasukkan klausula tentang hukum yang harus dipergunakan, hukum yang mereka pilih. Mereka ini memilih biasanya hukum negara tertentu dan dinyatakan dengan tegas berlakulah untuk perjanjian ini, misalnya hukum Indonesia. Orang-orang asing ini condong selalu mau minta hukum dari luar negeri. Tapi kalau kontrak-kontrak tersebut diperlihatkan pada penasehat hukum di Indonesia, maka selalu diusulkan untuk minta hukum Indonesia yang berlaku, mengingat usaha-usaha ini semua dilakukan di Indonesia. Kalau nanti timbul perkara, akan lebih mudah jika hukum Indonesia yang dipakai, karena hukum luar negeri, yang harus dipergunakan akan merupakan kesulitan bagi hakim-hakim kita. Seorang Lawyer Inggris selalu meng-advisir client-client-nya:”pilihlah hukum Inggris kalau kamu mengadakan kontrak dengan pedagang-pedagang luar negeri, karena hukum Inggris ini adalah apa yang kita lebih mengetahui.
Disamping pilihan hukum secara tegas, dapat pula pilihan secara diam-diam. Maka harus disimpulkan maksud ini daripada berbagai hal-hal dan fktor-faktor tertentu. 

Contohnya, dalam kontrak antara pedagang WNI dan saudagar Hongkong hanya disebut bahwa untuk melaksanakan perjanjian ini para pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta, atau dalam kontrak tersebut terdapat pasal-pasal dari BW Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa adalah maksud para pihak pada waktu melangsungkan kontrak tersebut bahwa perjanjian mereka ini akan takluk pada hukum perdata Indonesia.

Contoh dari yurisprudensi Indonesia, hukum Tiongkok dipergunakan untuk perjanjian uang yang berlaku di Tiongkok antara orang-orang asing Tiongkok karena rupanya adalah maksud para pihak bahwa hukum setempat dimana perjanjian dibuat adalah yang mengatur perjanjian mereka.

Faktor yang dapat kita lihat dari pilihan hukum secara diam-diam untuk mengetahui hukum negara mana yang mereka inginkan, misalnya dengan melihat point-point sebagai berikut:

a. bahasa yang dipergunakan dalam kontrak
b. mata uang yang dipergunakan

c. bank yang ditunjuk (issuing bank)

d. tempat ditandatanganinya perjanjian

e. hukum para pihak

f. hukum tempat dilaksanakannya perjanjian

Yang perlu diingat disini bahwa pilihan hukum hanya boleh dilakukan terhadap hukum kontrak.

10. Tempat letaknya benda (situs)

Tempat letaknya suatu benda (lex rei sitae) merupakan titik taut yang menentukan hukum yang berlaku.

Untuk benda-benda tetap berlakulah ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda bersangkutan adalah hukum yang berlaku untuk hubungan-hubungan hukum berkenaan dengan benda bersangkutan. Terutama berkenaan dengan hak-hak yang bersifat kebendaan.

Tetapi bukan untuk benda-benda tetap saja berlaku ketentuan ini. Juga untuk benda-benda bergerak dibidang HPI umumnya diterima bahwa hukum dimana benda bersangkutan terletak merupakan hukum yang harus berlaku.

Pada zaman dahulu, dengan pengaruhnya ajaran Statuta, asas Lex rei sitae ini, sejalan dengan perkembangan feodalisme dibataskan kepada benda-benda tak bergerak (Statuta Realia). Untuk barang-barang bergerak berlakulah ”mobilia personam sequuntur”. Akan tetapi, sejak Savigny pada umumnya dalam HPI diterima pula asas lex rei sitae ini untuk benda-benda bergerak yang dengan bertambah majunya ekonomi keuangan dan tampil kemukanya kapitalisme serta runtuhnya sistem feodalisme, menjadi bertambah besar peranannya.

Contoh: seorang WN negara X hendak meletakkan hipotik atas tanah berikut rumah kepunyaan WN negara Y dimana benda tersebut terletak. Hukum mana yang harus berlaku ialah hukum dimana benda tetap tersebut terletak.

Dalam contoh tersebut tempat dimana benda-benda terletak merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diperlakukan.
11. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum
Tempat dimana dilangsungkannya suatu perbuatan hukum atau perjanjian dibuat (lex loci actus, lex loci contractus) merupakan faktor yang menentukan akan hukum mana yang harus digunakan.
Contohnya, seorang WNI membuat kontrak di Jakarta dengan suatu perusahaan Perancis tentang bantuan tehnik. Tempat dimana kontrak dilangsungkan (i.c Jakarta) adalah faktor yang menentukan tentang hukum yang harus berlaku.

Seorang pedagang nasional mengadakan kontrak jual-beli dengan perusahaan asing yang berkedudukan di Singapura. Kontrak tersebut ditutup di Singapura. Apabila tidak ada ketentuan lain maka hukum yang berlaku ialah hukum Singapura sebagai hukum daripada tempat dimana kontrak dilangsungkan.

Contoh yurisprudensi Indonesia

Seorang telah mengadakan perjanjian peminjaman uang yang dibuat di Tiongkok. Dipakai hukum Tiongkok sebagai hukum dimana tempat perjanjian telah dibuat. Demikian diputuskan oleh Raad van Justitie di Medan tahun 1926. ditambahkan pula oleh pengadilan bersangkutan bahwa berlakunya hukum Tiongkok ini ialah karena menurut ’maksud para pihak” memang hukum dari tempat perjanjian inilah yang mereka kehendaki.
Lex loci Contractus ini berkembang pada permulaan perkembangan HPI. Pada waktu dahulu zaman abad pertengahan kita saksikan para saudagar datang dari berbagai negara dan bertemu dipasar-pasar atau gelanggang dagang yang diadakan di Italia. Di sini mereka mengadakan kontrak-kontrak dan pada waktu itu memang mereka saling bertemu dan kontrak-kontrak juga masih diselenggarakan dengan upacara khusus.

Tapi sekarang lex loci contractus sukar untuk ditentukan dan untuk dipakai. Karena seiring dengan kemajuan teknologi dan perdagangan internasional, kontrak-kontrak dagang tidak lagi melalui pertemuan pribadi di bursa pasar. Sehingga para pedagang penjual dan pembeli tidak bertemu di suatu tempat hingga sukar untuk menentukan hukum dari tempat ditutupnya kontrak.
Seringkali juga ternyata dalam praktek tempat di mana sesuatu kontrak berlangsung hanya adalah semata-mata secara kebetulan saja. Misalnya seorang pedagang selama liburannya di luar negeri secara kebetulan telah mengadakan kontrak dagang dengan pedagang dari negara lain yang dia kebetulan ketemu ditempat berliburnya itu.

12. Tempat dilaksanakannya perjanjian

Berkenaan dengan pertalian sekunder lex loci contractus ini, kita melihat bahwa orang memakai pula tempat dimana harus dilaksanakan sesuatu kontrak sebagai hukum yang harus diberlakukan (lex loci solutionis, lex loci executionis). Misalnya seorang WNI mengadakan kontrak pemborongan dengan kontraktor asing dari luar negeri tentang pembangunan hotel di Jakarta. Hukum Indonesia-lah yang akan dipakai jika para pihak tidak menentukan lain dalam kontrak mereka. Karena bangunan hotel bersangkutan telah berlangsung di Jakarta.
Contoh dari yurisprudensi Indonesia adalah berkenan dengan kontrak-kontrak kerja. Walaupun para pihak berkewarganegaraan Jerman dan melangsungkan kontrak kerja mereka di Hamburg serta ditulis dalam bahasa Jerman, tetapi Raad van Justitie Surabaya (sesuai dengan hakim tingkat pertama) pada tahun 1936 menentukan bahwa hukum Indonesialah yang berlaku oleh karena kontrak kerja bersangkutan dilaksanakan di Indonesia.

Dipandang lex loci solutionis hanya dapat dipertanggungjawabkan jika tempat pelaksanaan ini memang essensial untuk hubungan hukum bersangkutan dan bahwa memang dapat dilakukannya pada tempat bersangkutan saja.

13. Tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum
Dalam perbuatan melanggar hukum (unlawful act, tort), dipakai menurut teori klasik, hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan (lex loci delicti commissi, tatort).

Contoh yurisprudensi Indonesia, tuntutan dari Ford Motor Company of Canada Ltd terhadp seorang reparateur mobil di Jakarta yang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memasang merk didepan bengkelnya ”Ford Service” diadili menurut hukum Indonesia. Juga tuntutan mengenai gantirugi yang diajukan terhadap suatu perusahaan di New York, didirikan menurut hukum Amerika (The United States Rubber Export Company Limited) karena dianggap telah melakukan laporan palsu tentang penggelapan, nampaknya diselesaikan pula menurut hukum Indonesia, dimana perbuatan melanggar hukum itu dilakukan. Demikian pula tuntutan gantirugi oleh seorang India dari Singapura karena konkurensi curang (peniruan pencetakan Al-Qur’an di Jepang) yang dilakukan oleh seorang India Sjechmaidin Radjamaidin Kither Mohamad Maricar dari Palembang telah diselesaikan menurut hukum Indonesia yaitu tempat di mana telah dilakukan perbuatan melanggar hukum itu.

Disayangkan bahwa keputusan-keputusan tersebut oleh sang hakim tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan khusus tentang hukum yang telah mereka pergunakan.

Diwaktu akhir ini ternyata telah timbul berbagai reaksi terhadap pemakaian asas lex locus delicti commissi yang dianggap terlalu kaku dan rigoreus (hard and fast rule).

Kini dipandang perlu untuk mengadakan pelembutan dan diterima pengaruh daripada suasana hukum (milieu) sekitar masalah bersangkutan. Hingga tidak selalu akan dipakau lex locus delicti commissi, tetapi mungkin pula misalnya dipergunakan hukum nasional dari para pihak yang bersangkutan.
14. Pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia

 Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa pasal 16 AB menentukan bahwa prinsip nasionalitas yang dipakai untuk menentukan status personil.
Berbagai contoh yurisprudensi Indonesia dapat menjelaskan mengenai persoalan kemampuan bertindak dalam hukum. Seorang perempuan WN Jepang, Fumie Jamada, dimana ditentukan bahwa hukum Jepanglah yang dipakai. Sebagai ”openbare koopvrouw” ia dipandang berhak untuk meminta pailisemen atas permohonan sendiri, tanpa bantuan dari suaminya, K. Shiraishi. Karena adanya pailisemen ini ia terlepas dari penyanderaan yang diadakan atas permintaan Veerappa Chetty, mek Nana Moena Ana. Bantahan dari yang belakangan ini terhadap permohonan pailit Fumie Jamada tidak terkabul.
15. Hukum harta benda dalam perkawinan

Untuk harta benda dalam perkawinan ternyata juga telah dipakai hukum nasional para pihak. Hooggerechtshof dalam 1936 menyatakan bahwa untuk orang-orang asing WN Tiongkok, yang telah menikah di Tiongkok pada tahun 1910 berlakulah hukum harta benda perkawinan Tiongkok. S. 1855 no.79 tidak berlaku untuk mereka.

Juga tatkala seorang Jerman, Richard Kiesendahl menuntut pencabutan dari ”marital beslag” atau sita marital yang dilakukan oleh istrinya Louisse Kessler. Presiden Raad van Justitie Jakarta dalam acara sidang kilat menentukan dalam tahun 1927 bahwa BGB Jerman yang harus diberlakukan ternyata tidak mengenal harta bersama. Karena BGB Jerman yang dipakai maka tuntutan pencabutan sitaan marital oleh sang suami dikabulkan.

16. Syarat-syarat perkawinan

Mengenai syarat-syarat perkawinan kita melihat pula adanya ketentuan pemakaian hukum nasional dimana orang-orang yang hendak menikah adalah orang-orang Tionghoa asing di Medan. Menurut hukum Tiongkok maupun menurut hukum Inggris (Penang), maka untuk dapat menikah cukup kalau orang-orang sudah mencapai usia 21 tahun dapat leluasa menikah tanpa persetujuan khusus dari orang tua mereka, walaupun mereka belum berumur 30 tahun. Jadi pasal 42 BW tidak berlaku.

17. Pewarisan 

Contoh mengenai pewarisan dari seorang Austria ternyata telah ditentukan menurut hukum Austria. Walaupun pada tahun 1936 yang bersangkutan telah membuat testamen di hadapan Notaris Mr. Chavannes di Bandung, ia kemudian dianggap secara sah telah membuat testamen lain secara lisan yang diucapkan sebelum meninggalnya di Kotschen, Austria pada tahun 1938. berlakunya testamen secara lisan ini didasarkan atas ketentuan BW Austria. Karena ketentuan semacam ini tidak dikenal dalam sistem BW untuk Indonesia. Penuntutan pihak istri yang bertempat tinggal di Bandung dan telah diberikan legaat 100.000 Schilling Austria dengan testamen di hadapan Notaris di Bandung tidak diterima. Demikian Raad van Justitie Jakarta pada tahun 1939. Demikianlah contoh dari yurisprudensi Indonesia yang memakai hukum nasional para pihak sesuai dengan prinsip nasionalitas yang tertera dalam pasal 16 AB. 
